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1. PENDAHULUAN 

Praktik pemerintahan yang koruptif memberikan dampak yang sangat negatif bagi 

kesejahteraan  dan pembangunan masyarakat Indonesia. Korupsi merupakan masalah sosial 

ekonomi dimana memiliki dampak kerugian yang besar. Dengan demikian, korupsi harus 

diberantas dan dibongkar ke permukaan. Jika ingin memberanatas korupsi maka harus 

This study aims to examine the influence of 

organizational commitment, personal cost of 

reporting and moral intensity to whistleblowing 

intention with legal protection as moderating 

variabel. The sample used in this study is all 

employees who work in Bank Perkreditan Rakyat 

Riau Province. From questionnaires distributed, 

90 questionnaires can be completed and can be 

processed. The data analysis method used was 

multiple linear regression and Moderated 

Regression Analysis (MRA). The  results  showed  

that organizational commitment, personal cost of 

reporting and moral intensity  had a significant to 

whistleblowing intention. The analysis of the 

moderating variable shows that legal protection is 

only able to moderate the personal cost of 

reporting and is not able to moderate 

organizational commitment and moral intensity on 

the intensity of whistleblowing. This research is 

expected to provide useful results for companies 

that want to implement whistleblowing in their 

organizations. It is also expected to add insight, 

literature, and can be used as reference material 

for further research. 
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dideteksi terlebih dahulu, whistleblowing merupakan salah satu cara pendeteksiannya. 

Berdasarkan survey Association of Certified Fraud Examiner (ACFE) Indonesia tahun 

2016 (ACFE, 2017), ditemukan bahwa fraud lebih banyak ditemukan melalui 

laporan/informasi yaitu sebanyak 37%. Sumber terbesar penemuan fraud berasal dari 

karyawan (47,5%). Karyawanlah yang mengetahui kondisi perusahaan, sehingga karyawan 

berperan penting dalam melaporkan fraud. 

Whistleblowing ialah tindakan pengungkapan atau pelaporan segala tindakan dan 

praktik illegal atau tidak bermoral untuk penyelenggaraan suatu organisasi dan/atau 

pelaporan ke sistem pelaporan yang sudah ada dalam suatu organisasi (Jonetra, 2016). 

Whistleblowing dibagi menjadi kategori internal dan eksternal. Whistleblowing internal 

ialah orang yang melaporkan aktivitas penipuan kepada menejemen organisasi. Sedangkan, 

whistleblowing eksternal ialah tindakan melaporkan kecurangan kepada masyarakat agar 

tidak merugikan masyarakat (Alfian, Subhan, dan Rahayu, 2018). Whistleblower adalah 

pihak yang melakukan tindakan whistleblowing. Whistleblower ialah orang yang bener-

bener menyaksikan dan melihat tindakan ilegal/penyalahgunaan yang dilakukan oleh 

anggota organisasi lainnya (Abdullah, 2017). 

Beberapa kasus kecurangan banyak terjadi di perbankan, seperti kasus yang dilansir 

oleh Cnn.com terjadi di PT. BPR Multi Artha Mas Sejahtera. Komisaris PT. BPR Multi 

Artha Mas Sejahtera membuat catatan palsu dalam pembukuan kemudian 

menyalahgunakan dana nasabah untuk kepentingan sendiri. Kasus serupa juga terjadi di 

Riau dilansir dari Tribunnews.com dimana seorang teller bank BPR Dana Amanah 

melakukan pembobolan rekening milik nasabah. Teller tersebut memalsukan slip penarikan 

tanda tangan nasah untuk menarik dana nasabah yang digunakan untuk penggunaan 

pribadi. 

Dari kedua kasus diatas disinilah peran whistleblowing dibutuhkan. Jika ada 

whistleblowing, apabila ada masalah akibat fraud bisa diatasi melalui internal sebelum 

menjadi masalah eksternal dikarenakan adanya mekanisme deteksi dini. Tindakan 

whistleblowing dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk komitmen organisasi, 

personal cost of reporting serta intensitas moral.  

Komitmen organisasi menjadi faktor pertama yang mempengaruhi intensi melakukan 

whistleblowing. Karyawan yang berkomitmen lebih cenderung melakukan tindakan 

whistleblowing untuk meningkatkan keamanan organisasi, sehingga organisasi terhindar 
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dari kesalahan yang merugikan (Hirschman, 1972). Karyawan yang berkomitmen tinggi 

kepada organisasi tidak ragu untuk melaporkan wrongdoing karena ia menciptakan sense of 

belonging yang besar kepada organisasi dan percaya bahwa tindakan mereka akan 

melindungi organisasi dari kehancuran. Hal tersebut diperkuat oleh penelitian Ade Kurniati 

(2019), Xenia Amelia (2018) dan Riri Permata Sari (2018) yang memperlihatkan bahwa 

adanya pengaruh komitmen organisasi pada intensi melakukan whistleblowing. Akan 

tetapi, berbeda dengan penelitian Maulid Ulil Barkah dan Annisa Nurbaiti (2020) dan M. 

Wahyuddin Abdullah (2017). 

Personal cost of reporting sebagai faktor kedua yang mempengaruhi intensi 

melakukan whistleblowing. Apabila persepsi personal cost of reporting tinggi, kemauan 

untuk melakukan pelaporan semakin rendah. Namun, jika seseorang merasa bahwa dampak 

yang akan ditimbulkannya kecil, maka kecenderungan melakukan whistleblowing akan 

meningkat. Diperkuat dengan penelitian yang dilakukan Esther Oktavia (2018) dan Refina 

Luqfia (2020) yang memperlihatkan bahwa adanya pengaruh pada personal cost of 

reporting dengan intensi melakukan whistleblowing. Namun berlawanan dengan hasil 

penelitian Wahyu Refky Prayogi dan Dwi Suprajitno (2020) yang memperlihatkan bahwa 

tidak adanya pengaruh pada personal cost of reporting dengan intensi melakukan 

whistleblowing. 

Intensitas moral sebagai faktor ketiga yang mempengaruhi intensi dalam melakukan 

whistleblowing. Karyawan yang bermoral tinggi lebih mungkin bertanggung jawab untuk 

melaporkan pelanggaran. Di sisi lain, ketika rendahnya intensitas moral maka tidak ada 

pertanggungjawaban untuk melaporkan setiap pelanggaran yang akan terjadi. Hal tersebut 

diperkuat oleh penelitian Yudha Priangga Putra (2018) yang memperlihatkan adanya 

pengaruh pada intensitas moral dengan intensi untuk tindakan whistleblowing. Namun 

bertentangan dengan penelitian Gandamihardja,dkk (2016)  yang memperoleh hasil bahwa 

tidak terdapat pengaruh intensitas moral terhadap whistleblowing. 

Penelitian ini menggunakan variabel moderasi yaitu perlindungan hukum. Para 

whistleblower sering kali menghadapi serangan balasan dari pihak yang merasa bahwa 

mereka diserang, sehingga hukum harus melindungi mereka. Perlindungan hukum sangat 

diperlukan karena peran whistleblower dapat memudahkan pengungkapan tindak pidana 

yang dilakukan. 
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Komitmen organisasi memperlihatkan keyakinan serta dorongan kuat terhadap nilai 

dan tujuan yang harus digapai suatu organisasi. Karyawan dengan komitmen organisasi 

tinggi akan berpandangan positif dan melakukan yang terbaik demi kebaikan organisasi. 

Komitmen organisasi dianggap sebagai faktor positif karyawan melakukan pelaporan, yang 

mana berpotensi berdampak negatif jika melakukan whistleblowing, maka perlu 

perlindungan hukum yang sesuai. Dengan adanya perlindungan hukum maka komitmen 

organisasi karyawan akan semakin kuat.  

Secara keseluruhan, personal cost memperlihatkan hubungan negatif dengan intensi 

melakukan whistleblowing. Apabila persepsi personal cost of reporting tinggi, kemauan 

untuk melakukan pelaporan semakin rendah. Adanya upaya perlindungan hukum membuat 

karyawan untuk lebih percaya diri dalam melaporkan penipuan kepada pihak yang dapat 

menanganinya.  

Karyawan yang bermoral tinggi lebih mungkin bertanggung jawab untuk melaporkan 

pelanggaran, karena dapat memberikan dampak baik kedepannya. Tetapi ada juga 

karyawan dengan intensitas moral yang tinggi tidak mau melaporkan, karena beberapa 

alasan tertentu misanya dia takut tidak dapat pekerjaan lagi. Sehingga dengan adanya 

perlindungan hukum maka akan memperkuat intensitas moral karyawan untuk melakukan 

whistleblowing. 

Penelitian ini mengacu kepada penelitian yang telah dilakukan oleh Abdullah (2017). 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada waktu dan tempat 

penelitian. Penelitian ini dilakukan di Bank Perkreditan Rakyat Provinsi Riau, mengingat 

banyaknya kasus kecurangan yang terjadi di perbankan. Serta peneliti tidak menggunakan 

variabel tingkat keseriusan kecurangan dan sikap profesionalisme, dikarena telah banyak 

hasil penelitian yang menunjukkan bahwa variabel tersebut sudah konsisten. Peneliti juga 

menambah satu variabel indenpenden yaitu intensitas moral yang membedakan dari peneliti 

sebelumnya. 

2. TINJAUAN PUSTAKA  DAN HIPOTESIS 

Prosocial Organizational Behavior Theory 

Prosocial organizational behavior ialah perilaku/perbuatan yang dilakukan seseorang 

yang bermaksud untuk meningkatkan kesejahteraan individu, kelompok atau organisasi 

tersebut. Teori ini merupakan salah satu teori yang dapat memperkuat adanya tindakan 

whistleblowing karena berfungsi untuk memberikan manfaat bagi organisasi atau orang lain 
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serta bermanfaat bagi whistleblower itu sendiri sehingga whistleblowing dapat disebut 

sebagai tingkah laku prososial (Marliza, 2018). Perilaku prososial ialah semua kegiatan 

dalam proses untuk menolong orang lain, tidak termasuk motif sang penolong dalam 

melakukan aksinya (Harahap, Misra, & Firdaus, 2020). Hal ini juga diperkuat dengan Brief 

dan Motowidlo (1986) menyebutkan whistleblowing sebagai salah satu dari 13 bentuk 

prosocial organizational behavior. 

Theory offPlanned Behaviour 

Theory of Planned Behaviour menjelaskan hubungan antara sikap dan tingkah laku. 

Tujuan dari teori ini yaitu untuk memahami ganjaran pada perilaku, mengidentifikasi strategi 

guna mengubah perilaku, menjelaskan tingkah manusia yang sebenarnya. Dalam teori ini 

membuktikan bahwa intensi dapat lebih tepat mendefinisikan tingkah aktual dan sebagai 

saluran atas hubungan sikap dan tingkah yang sebenarnya. TPB memiliki 3 (tiga) konsep 

yang mendorong kemungkinan terjadinya perilaku individu yaitu individu yaitu sikap 

terhadap perilaku (attitude towards behaviour), norma subjektif (subjective norm), dan 

persepsi kontrol perilaku (perceived behavioral control). Persepsi kontrol perilaku 

merupakan persepsi yang dimiliki oleh individu atas keyakinan dari kontrol dirinya sendiri 

(Nur & Hamid, 2018) 

Whistleblowing 

Whistleblowing ialah pengungkapan atau pelaporan segala tindakan dan aktivitas 

illegal pada pimpinan organisasi atau pelaporan ke sistem pelaporan yang memang 

disediakan dalam organisasi (Jonetra, 2016). Terdapat dua jenis whistleblowing yaitu 

whistleblowing internal dan eksternal. Whistleblower adalah pihak yang melakukan 

tindakan whistleblowing. Menurut Abdullah (2017) whistleblower ialah seseorang yang 

secara nyata telah melihat dan menyaksikan perilaku ilegal/menyimpang oleh rekan 

anggota organisasinya. 

Intensi Melakukan Whistleblowing 

Intensi adalah keinginan kuat untuk melakukan sesuatu yang muncul dari dalam diri 

setiap individu. Dalam Theory Of Planned Behavior dijelaskan, perilaku whistleblowing 

yang ditampilkan seseorang timbul karena adanya minat (intention) untuk berprilaku. 

Ketika karyawan mempunyai intensi untuk mengambil tindakan, ia cenderung mengambil 

tindakan itu. Sebaliknya, jika seorang karyawan tidak mau mengambil tindakan maka ia 

cenderung tidak akan melakukan tindakan tesebut.  
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Komitmen Organisasi 

Komitmen organisasi ialah bentuk sikap yang mencerminkan kesetiaan karyawan 

terhadap organisasinya (Abdullah, 2017). Ketika karyawan mempunyai komitmen 

organisasi yang tinggi, sehingga tumbuh rasa ingin mempunyai organisasi didalam dirinya 

(sense of belonging) pun tinggi, serta akan melakukan tindakan whistleblowing sebab 

kepercayaan dirinya dengan melakukan whistleblowing dapat melindungi organisasi dari 

kehancuran. 

Personal Cost offReporting 

Personal cost ditentukan oleh persepsi karyawan terhadap risiko pembalasan dari 

karyawan lain jika melaporkan wrongdoing yang berlangsung di organisasi (Schutlz et 

al.,1993). Contoh pembalasan tersebut bisa berupa evaluasi perfomance yang tidak 

proporsional, halangan untuk kenaikan gaji, PHK atau penugasan kembali ke posisi tak 

diinginkan (Curtis, 2006). Menurut Zarefar et al. (2018)  semakin besar persepsi personal 

cost seseorang maka akan semakin mengurangi niat seseorang untuk melakukan tindakan 

whistleblowing. 

Intensitas Moral 

Intensitas moral merupakan pemikiran seseorang tentang baik atau buruk suatu 

tindakan yang akan dilakukan (Setiawati dan Sari, 2016). Karyawan dengan intensitas 

moral tinggi rentan terhadap whistleblowing karena ia mempunyai tanggung jawab untuk 

whistleblowing. 

Perlindungan Hukum 

Kurangnya perlindungan hukum menyebabkan karyawan enggan untuk menjadi 

whistleblower. Dengan adanya upaya hukum membuat karyawan untuk lebih percaya diri 

dalam melaporkan penipuan kepada pihak yang dapat menanganinya. Perlindungan hukum 

sangat penting diberikan kepada whistleblower. Karena peran whistleblower dapat 

mempermudah penemuan kejahatan yang terjadi. 

Pengembangan Hipotesis 

Pengaruh Komitmen Organisasi TerhadapIIntensi Untuk Melakukan Whistleblowing 

Komitmen organisasi ialah hubungan tingkat kesetiaan karyawan kepada organisasi 

(Abdullah, 2017). Karyawan yang berkomitmen lebih cenderung melakukan tindakan 

whistleblowing untuk meningkatkan keamanan organisasi, sehingga organisasi terhindar 

dari kesalahan yang merugikan (Hirschman, 1972). Tingginya komitmen organisasi 
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seorang karyawan akan menciptakan sense of belonging kepada organisasi, sehingga ia 

akan melakukan pelaporan sebab ia percaya bahwa tindakannya akan melindungi 

organisasi dari ancaman (Janitra et al., 2016). Sesuai dengan penelitian Ade Kurniati 

(2019), Xenia Amelia (2018) dan Riri Permata Sari (2018) yang memperlihatkan bahwa 

adanya pengaruh komitmen organisasi terhadap intensi dalam melakukan whistleblowing. 

H1: Komitmen Organisasiiberpengaruh terhadap  intensi untukkmelakukan 

whistleblowing. 

Pengaruh Personal Cost of Reporting Terhadap Intensi UntukkMelakukan 

Whistleblowingg 

Personal cost ialah persepsi karyawan terhadap risiko pembalasan dari karyawan lain 

jika melaporkan wrongdoing yang berlangsung di organisasi (Schutlz et al.,1993). Semakin 

tinggi persepsi personal cost karyawan, semakin kecil kemungkinan karyawan tersebut 

untuk untuk melakukan whistleblowing. Karyawan akan memperhatikan dampak negatif 

yang akan mereka terima setelah melakukan whistleblowing. Jika dampaknya besar, akan 

mengurangi keinginan karyawan untuk melakukan whistleblowing. Berkaitan dengan hal-

hal tersebut, personal cost dianggap menjadi faktor yang signifikan bagi keputusan calon 

whistleblower untuk melaporkan kecurangan. Hal ini sesuai dengan penelitian Esther 

Oktavia (2018) dan Refina Luqfia (2020) yang memperlihatkan bahwa adanya pengaruh 

personal cost of freporting  terhadap intensi melakukan whistleblowing. 

H2: Personal cost of reporting berpengaruh terhadap intensi untuk melakukan 

whistleblowing. 

Pengaruh Intensitas Moral Terhadap Intensi Untuk Melakukan Whistleblowing 

Intensitassmoral bermula dari pemikiran pribadi tentang seberapa bagus dan buruk 

perilakunya (Setiawati & Sari, 2016). Semakin tinggi intensitas moral karyawan, semakin 

besar kemauan untuk melakukan whistleblowing. Karena karyawan dengan intensitas yang 

tinggi  lebih mungkin untuk melaporkan  pelanggaran dikarenakan ia bertanggung jawab 

melaporkannya, sedangkan karyawan dengan moral yang rendah enggan bertanggung 

jawab melaporkan tindakan pelanggaran (Nur & Hamid, 2018). Hal ini sesuai dengan 

penelitian Yudha Priangga Putra (2018) yang memperlihatkan bahwa adanya pengaruh 

intensitas moral dengan intensi  melakukan whistleblowing. 

H3: Intensitas moral berpengaruh terhadap intensi untuk melakukan whistleblowing 
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Perlindungan Hukum Memoderasi Hubungan Antara Komitmen Organisasi Terhadap 

Intensi Untuk Melakukan Whistleblowing 

Komitmen organisasi memperlihatkan kepercayaan serta dorongan yang kuat untuk 

velue dan tujuan yang ingin digapai. Karyawan dengan komitmen yang tinggi terhadap 

organisasi mempunyai sikap positif dan lakukan yang terbaik atas kepentingan 

organisasinya. Karyawan yang berkomitmen tinggi kepada organisasi tidak ragu untuk 

melaporkan wrongdoing karena ia mempunyai sense of belonging yang besar kepada 

organisasi dan percaya bahwa tindakan mereka akan melindungi organisasi dari 

kehancuran. 

Keterlibatan komitmen organisasi merupakan faktor berdampak positif pada intensi 

melakukan whistleblowing, dapat berdampak negatif terhadap tindakan whistleblowing, 

oleh karena itu dibutuhkannya perlindungan hukum yang memadai. Perlindungan hukum 

memperkuat komitmen organisasi karyawan. 

H4: Perlindungan hukum memoderasiikomitmen organisasi terhadap intensi untuk 

melakukan whistleblowingg. 

 

Perlindungan Hukum Memoderasii Hubungan Antara Personal Cost offReporting 

Terhadap Intensi Untuk Melakukan Whistleblowing 

Secara keseluruhan personalccost berdampak negatif dengan intensi melakukan 

whistleblowing. Apabila persepsi personal cost of reporting tinggi, kemauan untuk 

melakukan pelaporan semakin rendah. Tentu saja, seorang karyawan akan 

mempertimbangkan konsekuensi yang akan mereka terima setelah melakukan 

whistleblowing. Upaya perlindungan hukum memberikan keringanan dan menggunakan 

hak guna meyakinkan saksi dan korban (Soerjono Soekanto, 1984). Ancaman atau retaliasi 

dari pelaku froud ialah salah satu pertimbangan karyawan untuk melaporkan froud. 

Ancaman berdasarkan UU nomor 31 tahun 2014 ialah segala jenis tindakan dengan akibat 

langsung atau tidak yang membuat seorang saksi enggan untuk bertindak berdasarkan 

kesaksiannya. Sehingga dengan adanya hukum dapat mendorong karyawan semakin berani 

dalam melaporkan suatu kecurangan pada pihak yang mampu menanganinya. 

H5: Perlindungannhukum memoderasi personal cost of reporting terhadapiintensi 

untuk melakukan whistleblowing. 
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Perlindungan Hukum Memoderasi Hubungan Antara Intensitas Moral Terhadap 

Intensi Untuk Melakukan Whistleblowing 

Intensitassmoral bermula dari presepsi seberapa baik serta buruknya sebuah perilaku 

yang ingin dilakukannya (Setiawati & Sari, 2016). Karyawan dengan intensitas moral 

tinggi rentan terhadap whistleblowing karena ia mempunyai tanggung jawab untuk 

whistleblowing. Tetapi ada juga karyawan dengan intensitas moral yang tinggi tidak mau 

melaporkan, karena beberapa alasan tertentu misanya dia takut tidak dapat pekerjaan lagi. 

Sehingga dibutuhkan adanya perlindungan hukum. Mengetahui bahwa peran seorang 

whistleblower dapat memudahkan pengungkapan tindak pidana yang terjadi sehingga 

penting untuk memberikan perlindungan hukum. Dengan adanya perlindungan hukum 

maka akan memperkuat intensitas moral karyawan untuk melakukan whistleblowing. 

H6: Perlindungan hukum memoderasi intensitas moral terhadap intensiiuntuk 

melakukan whistleblowing. 

3. METODE PENELITIAN 

Jenis dan Sumber Dataa 

Jenis penelitian menggunakan penelitian kuantitatif yaitu nilai atau skor melalui 

jawaban responden pada pertanyaan dikuesioner. Pernyataan- pernyataan dalam kuesioner 

dibuat dengan menggunakan skala likert yaitu skala 1 sampai dengan 5. Sumber data dalam 

penelitian ini ialah data primer. Pengumpulan data berasal dari jawaban responden dalam 

kuesioner yang diberikan.  

Populasi dan Sampell 

Populasi pada penelitian ini yakni semua karyawan di Bank Perkreditan Rakyat 

Provinsi Riau. Teknik pengambilan sampel digunakannya metode purposive sampling 

dengan kriteria Bank Perkreditan Rakyat yang mempunyai whistleblowing system, seluruh 

kepala bagian, auditor internal, accounting, dan karyawan yang bekerja pada Bank 

Perkreditan Rakyat Provinsi Riau, dan berpengalaman kerja minimal dua tahun. Terdapat 27 

Bank Perkreditan Rakyat di provinsi Riau yang akan dijadikan sampel dalam penelitian ini. 

Terdapat 135 responden pada penelitian ini. Ada 45 kuesioner yang tidak dapat digunakan. 

Sehingga terdapat 90 karyawan dari 135 karyawan dalam penelitian ini yang bersedia 

menjadi responden.  
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Defenisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

Penelitian ini menggunakan pengukuran variabel yaitu skala Likert dimana 5 (lima) 

alternatif  jawabannya antara lain (1) Sangat Tidak Setuju, (2) Tidak Setuju, (3) Netral, (4) 

Setuju, dan (5) Sangat Setuju. 

Intensi Melakukan Whistleblowing 

Ajzen (1975))mengemukakan intensi sebagai disposisi tingkah laku yang terdapat 

waktu dan kesempatan yang akan diwujudkan dalam bentuk perilaku. Pengukuran variabel 

ini peneliti menggunakan kuesioner penelitian Bagustianto (2014). 

Komitmen Organisasi 

Abdullah (2017))mengemukakan komitmen organisasi sebagai bentuk sikap yang 

merefleksikan tingkat loyalitas karyawan dengan organisasinya. Model kuesioner OCQ (The 

Organizational Commitment Questionnaire) dari (Mowday et al., 1979) menjadi pengukuran 

variabel pada penelitian ini. OCQ yang digunakan yaitu 15 item pernyataan dimana enam 

diantaranya ialah kalimat negatif dan diukur terbalik (reverse scored). 

Personal Cost of Reporting 

Personal cost of freporting tentu bisa mengurangi keinginan karyawan dalam 

melaporkan wrongdoing, karena pandangan karyawan akan mendapat balas dendam dari 

anggota organisasi Schutlz et al.,,(1993). Variabel ini diukur dengan instrument Syifah 

Rodiyah (2015), yakni digunakannya 3 kasus kecurangan penyalahgunaan anggaran terkait 

dengan personal cost yang berbeda untuk kasusnya. 

Intensitas Moral 

Intensitas moral merupakan pemikiran seseorang tentang baik atau buruk suatu 

tindakan yang akan dilakukan (Setiawati dan Sari, 2016). Variabel ini diukur dengan 

mengadopsi kuesioner yang bersumber dari Gandamihardja (2016). 

Perlindungan Hukum 

Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 mengatur perlindungan hukum atas whistleblower 

di Indonesia yaitu mengenai Perlindungan Saksi dan Korban. Variabel ini terdapat lima 

indikator yang disesuaikan berdasarkan pernyataan Tatawi (2015), 

Teknik Analisis Data 

 Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yaitu metode (SPSS) dengan bantuan 

SPSS versi 25, sebagai penguji hipotesis yang diajukan 
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4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Statistik Deskriptif 

a. Intensi Untuk Melakukan Whistleblowing 

Variabel intensi untuk melakukan whistleblowing (Y) mempunyai nilai min. sebesar 

16, nilai max sebesar 25. Nilai mean sebesar 22,18 dengan std. deviasi 2,795. 

b. Komitmen Organisasi 

Variabel komitmen organisasi (X1) memiliki nilai Min. sebesar 45, nilai max. sebesar 

75. Nilai mean sebesar 55,58 dengan std. deviasi 5,900. 

c. Personal Cost Of Reporting 

Variabel personal cost of reporting (X2) memiliki nilai Min. sebesar 13, nilai max. 

sebesar 30. Nilai mean sebesar 22,89 dengan std. deviasi 5,598. 

d. Intensitas Moral 

Variabel intensitas moral (X3) memliki nilai Min. sebesar 12, nilai max. sebesar 25. 

Nilai mean sebesar 18,79 dengan std. deviasi 3,621. 

e. Perlindungan Hukum 

Variabel Perlidnungan Hukum (Z) memiliki nilai Min. sebesar 14, nilai max.sebesar 

25. Nilai mean sebesar 21,88 dengan std. deviasi 2,952 

 

Tabel 1. Statistik Deskriptif 

 
Sumber: Data Olahan SPSS 25, 2021. 

Uji Validitas 

 Berdasarkan tabel di atas telihat bahwa nilai r hitung terendah yaitu pada item KO7 

pada kuesioner komitmen organisasi, namun didapat bahwa nilai r hitung tersebut lebih 

besar r tabel (0,253>0,207), sehingga dapat disimpulkan seluruh item dinyatakan valid 
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Tabel 2. Uji Validitas 

 

Uji Reliabilitas 

Tabel 3.  Uji Reliabilitas 
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Berdasarkan tabel disimpulkan bahwa semua variabel dalam penelitian ini telah 

memenuhi kriteria uji reliabilitas dan dinyatakan realiabel yang ditunjukkan dengan nilai 

cronbach alpha > 0,60. 

Uji Asumsi Klasik 

Uji Normalitas 

Tabel 4.  One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
Sumber: Data Olahan SPSS 25, 2021. 

Berdasarkan tabel 2 memperlihatkan jumlah nilai uji one sampel kolmogorov 

smirnow terdistribusi normal karena nilai sig. diatas 0,05 yaitu 0,200. 

Uji Multikolinearitas 

Tabel 5. Uji Multikolinearitas 

 
Sumber: Data Olahan SPSS 25, 2021 

Tabel 3 di atas memperlihatkan keseluruhan variabel bernilai tolerance > 0,1 serta 

bernilai Variance Inflation Factor (VIF) < 10. Hingga disimpulkan bahwasannya data 

tersebut tidak terjadi multikolinieritas antar variabel bebas. 

 

 



Putri, Rasuli & Safitri 

Determinan Intensi Menjadi Whistleblowing dengan Perlindungan Hukum Sebagai  

Variabel  Moderasi l 352 

Uji Heteroskedastisitas 

Scatterplot 

 
Sumber: Data Olahan SPSS 25, 2021 

Gambar 1. Uji Heteroskedastisitas 

 

Berdasarkan grafik di atas memperlihatkan bahwasanya titik tersebar secara acak, 

dengan tidak membentuk suatu pola tertentu yang jelas, lalu tersebar diatas dan dibawah 

angka nol. Kesimpulannya model regresi dalam penelitian terbebas dari heteroskedastisitas. 

Uji Regresi Berganda 

Berdasarkan tabel di bawah persamaan model regresi yang terjadi adalah: 

Y =14,315+0,117X1-0,140X2+0,238X3+ e 

Tabel 6. Hasil Uji Statistik Regresi Berganda 

 
Sumber: Data Olahan SPSS 25, 2021. 

Moderated Regression Analysis (MRA)  

a. Dampak Perlindungan Hukum pada Pengaruh Komitmen organisasi terhadap 

Intensi untuk melakukan Whistleblowing 

Dari hasil berikut  menunjukkan bahwa signifikansi dari korelasi komitmen 

organisasi setelah dimoderasi oleh perlindungan hukum sebesar 0,066. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa variabel perlindungan hukum (Z) tidak dapat memoderasi hubungan 

antara komitmen organisasi (X1) terhadap intensi untuk melakukan whistleblowing (Y). 
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Tabel 7. Hasil Uji Statistik Moderated Regression Analysis I 

 
Sumber: Data Olahan SPSS 25, 2021. 

 

b. Dampak Perlindungan Hukum pada Pengaruh Personal cost of reporting terhadap 

Intensi untuk melakukan Whistleblowing 

Tabel 8. Hasil Uji Statistik Moderated Regression Analysis II 

 
Sumber: Data Olahan SPSS 25, 2021. 

Dari hasil di atas menunjukkan bahwa signifikansi dari korelasi personal cost of 

reporting setelah dimoderasi oleh perlindungan hukum sebesar 0,011. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa variabel perlindungan hukum (Z) dapat memoderasi hubungan antara 

personal cost of reporting (X2) terhadap intensi untuk melakukan whistleblowing (Y).  

c. Dampak Perlindungan hukum pada Pengaruh Intensitas moral terhadap Intensi 

untuk melakukan Whistleblowing 

Tabel 9. Hasil Uji Statistik Moderated Regression Analysis III 

 
Sumber: Data Olahan SPSS 25, 2021. 

Dari hasil di atas menunjukkan bahwa signifikansi dari korelasi intensitas moral 

setelah dimoderasi oleh perlindungan hukum sebesar 0,064. Sehingga dapat disimpulkan 
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bahwa variabel perlindungan hukum (Z) tidak dapat memoderasi hubungan antara 

intensitas moral (X3) terhadap intensi untuk melakukan whistleblowing (Y). 

Uji Koefisien Determinasi  

Tabel 10. Hasil Pengujian Koefisien Determinasi (R
2
) 

 
Sumber: Data Olahan SPSS 25, 2021. 

Berdasarkan hasil tabel di atas diperoleh nilai R Square sebesar 0,509. Variabel-

variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen hanya 50,9 %. Sisanya 

dijelaskan oleh variabel lain. 

 

Pembahasann  

Pengaruh Komitmen OrganisasiiTerhadap Intensi UntukkMelakukan Whistleblowing 

Hasil pengujian menunjukkan bahwa komitmen organisasi terbukti berpengaruh 

secara signifikan terhadap intensi untuk melakukan whistleblowing. Sehingga dapat 

dikatakan bahwa karyawan yang memiliki loyalitas yang tinggi terhadap organisasinya, 

mereka ingin melakukan whistleblowing agar organisasi terhindar dari kesalahan yang 

merugikan dan untuk melindungi organisasi dari kehancuran.  

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa jika seorang karyawan menjunjung tinggi 

komitmen organisasinya, ketika terjadi pelanggaran di dalam perusahaan tempat ia bekerja, 

ia akan mengungkapkan pelanggaran tersebut. Hasil tersebut sesuai dengan penelitian 

terdahulu yaitu penelitian Ade Kurniati (2019), Xenia Amelia (2018) dan Riri Permata Sari 

(2018) yang menemukan bahwa adanya pengaruh komitmen organisasi terhadap intensi 

melakukan whistleblowing. Akan tetapi, berlawanan dengan hasil penelitian Maulid Ulil 

Barkah dan Annisa Nurbaiti (2020) dan M. Wahyuddin Abdullah (2017). 

 

Pengaruh Personal Cost Off Reporting Terhadap Intensi Untuk Melakukan 

Whistleblowing 

Hasil pengujian menunjukkan bahwa personal cost of reporting terbukti berpengaruh 

secara signifikan terhadap intensi untuk melakukan whistleblowing. Karyawan yang 

melihat personal cost sebagai faktor yang mengurangi kecenderungan dalam melakukan 

tindakan whistleblowing. Karyawan merasa ragu untuk melaporkan kecurangan karena ada 
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kekhawatiran dari dalam dirinya atas apa yang akan ia dapat di kemudian hari dari 

tindakannya tersebut. Karyawan merasa takut terhadap ancaman yang ada jika melakukan 

pengungkapan tindakan kecurangan yang ada di lingkungan kerja.  

Hasil penelitian ini dapat membuktikan bahwa personal cost of reporting 

berpengaruh negatif terhadap intensi untuk melakukan whistleblowing. Semakin besar 

persepsi personal cost of reporting seseorang maka akan semakin berkurang niat dari orang 

tersebut untuk melakukan tindakan whistleblowing. Hal tersebut sesuai dengan penelitian 

Esther Oktavia (2018) dan Refina Luqfia (2020) yang memperlihatkan bahwa adanya 

pengaruh  personal cost of reporting pada intensi melakukan whistleblowing. Namun 

berlawanan dengan penelitian Wahyu Refky Prayogi dan Dwi Suprajitno (2020). 

 

Pengaruh Intensitas Moral TerhadapIIntensi Untuk Melakukan Whistleblowing 

Hasil pengujian menunjukkan bahwa intensitas moral terbukti berpengaruh secara 

signifikan terhadap intensi untuk melakukan whistleblowing. Intensitas moral merupakan 

sesuatu yang penting bagi setiap individu. Karyawan yang memiliki intensitas moral yang 

tinggi cenderung melakukan tindakan yang dianggapnya benar yang memiliki dampak yang 

baik untuk ke depannya, termasuk melakukan tindakan whistleblowing. 

Karyawan yang mempunyai intensitas moral yang baik akan lebih cenderung untuk 

melakukan whistleblowing. Dapat dibutikan bahwa apabila seorang karyawan dengan 

intensitas moral yang bagus akan melaporkan wrongdoing karena ia bertanggung jawab 

dalam melaporkannya. Hasil tersebut sesuai dengan penelitian Yudha Priangga Putra 

(2018) dan Valentine & Godkin (2019) yang memperlihatkan bahwa adanya pengaruh 

intensitas moral terhadap intensi melakukan whistleblowing. Tetapi tidak sesuai dengan 

hasil penelitian Gandamihardja,dkk (2016) yang mengungkapkan tidak adanya pengaruh 

intensitassmoral terhadap intensi untuk melakukan whistleblowing. 

 

Pengaruh Komitmen Organisasi Setelah Dimoderasi Oleh Perlindungan Hukum 

Terhadap Intensi Untuk Melakukan Whistleblowing 

Karyawan yang bertindak melakukan whistleblowing karena loyalitas terhadap 

organisasi agar dapat menjaga organisasi dari bahaya, atau memilih tidak melakukan 

whistleblowing. Pertanda lainnya, karyawan tidak memikirkan apakah ada atau tidak 

perlindungan pada hukum sebab komitmen organisasi tertuju kepada sikap individual 

karyawan tersebut. Seperti pada theory of planned behavior mengenai determinan sikap 
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terhadap perilaku (attitude towards behaviour). Sikap merupakan suatu kecenderungan 

untuk mendekat atau menghindar, merespon positif atau negatif berbagai keadaan sosial. 

Karyawan akan bertindak sesuai dengan sikap yang ada dalam dirinya terhadap suatu 

perilaku. 

Hasil ini sesuai dengan penelitian M. Wahyuddin Abdullah (2017) yang 

membuktikan bahwa perlindungan hukum tidak dapat memoderasi pengaruh antara 

komitmen organisasi dengan intensi untuk melakukan whistleblowing.  
 

Pengaruh Personal Cost Of Reporting Setelah Dimoderasi Oleh Perlindungan Hukum 

Terhadap Intensi Untuk Melakukan Whistleblowing 

Sebagian karyawan siap mengambil risiko atas dirinya, keluarganya dan harta 

bendanya dalam melaporkan suatu kecurangan tidak mendapatkan perlindungan dari 

ancaman kemungkinan timbul karena laporan tersebut. Karyawan tidak akan memberikan 

penjelasan berdasarkan fakta yang diperoleh jika tidak dapat perlindungan hukum yang 

sesuai. Hasil penelitian ini dapat membuktikan bahwa berlakunya sistem perlindungan 

hukum bisa meningkatkan keberanian karyawan dalam intensi untuk melakukan 

whistleblowing. 
 

Pengaruh Intensitas Moral Setelah Dimoderasi Oleh Perlindungan Hukum Terhadap 

Intensi Untuk Melakukan Whistleblowing 

Karyawan tidak memikirkan ada tidaknya perlindungan pada hukum disebabkan 

intensitas moral terhadap kontrol perilaku/sikap individu karyawan tersebut. Intensitas 

moral dalam theory of planned behaviour merepresentasikan persepsi kontrol perilaku. 

Persepsi kontrol perilaku merupakan keyakinan seseorang bahwa persepsi yang dimilikinya 

merupakan hasil dari kontrol dirinya sendiri mengenai persepsi perilaku tersebut. 

Pengendalian seorang karyawan terhadap perilakunya dapat disebabkan oleh faktor internal 

dan eksternal. Faktor internal berasal dari dalam diri karyawan tersebut, sedangkan faktor 

eksternal berasal dari lingkungan yang ada di sekeliling individu tersebut. 

Hasil penelitian ini dapat membuktikan bahwa perlindungan hukum tidak dapat 

memoderasi pengaruh antara intensitas moral dengan intensi untuk melakukan 

whistleblowing. Karena karyawan akan berperilaku dan memilih keputusan apakah harus 

melakukan whistleblowing atau tidak, tergantung dari kontrol dirinya sendiri.  
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5. KESIMPULAN 

Penelitian ini dilakukan guna untuk mengetahui pengaruh komitmen organisasi, 

personal cost of reporting dan intensitas moral terhadapi intensi untuk melakukan 

whistleblowing. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, maka disimpulkan bahwa adanya 

pengaruh yang signifikan komitmen organisasi, personal cost of reporting dan intensitas 

moral terhadapi intensi untuk melakukan whistleblowing. Perlindungan  hukum  hanya  dapat 

memoderasi  personal cost of reporting dan tidak bisa memoderasi komitmen organisasi dan 

intensitas moral terhadapi intensi untuk melakukan whistleblowing. 

6. IMPLIKASI, KETERBATASAN DAN SARAN 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil yang bermanfaat bagi perusahaan 

yang ingin menerapkan whistleblowing di organisasinya. Jika perusahaan mengetahui apa 

yang membuat karyawannya memutuskan melakukan whistleblowing, maka ini akan 

memudahkan para pembuat keputusan untuk membuat sebuah regulasi atau aturan. Selain 

itu penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, literature kepustakaan, serta dapat 

dijadikan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya. 

Keterbatasan pada penelitian ini yaitu tidak dilakukannya metode wawancara dalam 

penelitian ini, dikarenakan pandemi Covid-19 yang terjadi ketika peneliti melakukan 

penelitian. Disarankan untuk peneliti selanjutnya, instrument penelitian tidak hanya 

berbentuk kuesioner, tetapi juga wawancara guna memperoleh data yang berkualitas dan 

hasil yang lebih baik lagi. Penelitian ini terbatas pada beberapa faktor yang mempengaruhi 

intensi untuk melakukan whistleblowing ialah komitmen organisasi, personal cost of 

reporting dan intensitas moral. Dalam meningkatkan kebenaran hasil yang didapatkan pada 

masa depan bisa lebih sempurna, peneliti berikutnya dapat menambahkan variabel lain 

yang bisa mempengaruhi intensi untuk melakukan whistleblowing.  
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